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ABSTRAK 

	

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, 
hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Ancaman pidana 
di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum dianggap maksimal untuk 
memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan 
baru dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini melalui 
tindakan kebiri kimia. Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual 
terhadap Anak di Indonesia merupakan hal baru yang diatur dalam Pasal 81 dan 
81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. 
 
Melalui penelitian normatif, dengan menggunakan berbagai literatur dan 
peraturan perundang-undangan terkait, dalam penelitian ini penulis berusaha 
memperjelas perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hukum pidana 
dikaitkan dengan tindakan kebiri kimia, dan juga mengenai lembaga mana yang 
akan melaksanakan kebiri kimia ditinjau dari Kode Etik Kedokteran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru di 

telinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya 

ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-

anak. Sebab kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di 

lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang 

memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di 

lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.1 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa 

(extraordinary crimes) yang sangat marak terjadi dan merupakan 

persoalan penting yang harus secepatnya ditangani. Diketahui bahwa 

kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia 

berkaitan dengan tumbuh dan perkembangan anak. Dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Anak memiliki hak yang tertera dalam Pasal 28 B Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur 

lebih spesifik dalam undang-undang tentang perlindungan anak Pasal 59 

ayat (2) huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak harus mendapat 

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta 

mendapatkan perlindungan khusus akibat dari korban kejahatan seksual. 

																																								 																					
1 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung:  Refika Aditama, 2011), hlm. 7.  
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Perlindungan terhadap anak ini sangat dibutuhkan agar setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya.2 

Untuk tetap mengikuti perkembangan di dalam masyarakat maka 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengalami banyak 

perubahan dari waktu ke waktu. Undang-Undang pertama yaitu Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

diperbaharui karena dianggap perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam 

meningkatkan perlindungan terhadap anak, maka dibentuklah Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubaan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini 

mengalami perubahan lagi karena dalam kenyataannya kekerasan seksual 

terhadap anak semakin meningkat dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera serta 

belum mampu mencegah kekerasan seksual terhadap anak, maka 

ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

dipercaya dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Karena alasan 

kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dan perlu 

memperberat sanksi pidana serta memberikan tindakan terhadap pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak maka Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ditetapkan menjadi Undang-

Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut mengatur 

lebih luas lagi dalam pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang 

melakukan persetubuhan dengan anak. Sanksi pidana diperberat menjadi 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan 

minimal 10 tahun penjara. Lalu terdapat sanksi lain yaitu tindakan berupa 
																																								 																					
2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 
33. 
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kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia 

sudah banyak diterapkan di berbagai negara, setiap negara menerapkan 

metode kebiri yang beragam. Sebut saja Republik Ceko dan Jerman adalah 

negara yang memberlakukan kebiri fisik berupa pengangkatan testis bagi 

para paedofil sebagai upaya kendali dari dorongan seksual abnormal yang 

di miliki pelaku. Adapun hukuman kebiri kimia diberlakukan oleh 

beberapa negara seperti Rusia dan Korea Selatan bagi para pelaku 

kejahatan seksual yang berisiko mengulang kejahatannya setelah 

dilakukan konsultasi dengan psikiater.3 

Kebiri kimia ini merupakan suntikan kimia yang berfungsi 

menghilangkan hormon seksual pada pedofilia yang menjadi faktor 

terpenting untuk menimbulkan gairah seksual. Sejarah kebiri terhadap 

manusia dilakukan pertama kali oleh negara China. Di China, praktik 

kebiri dilakukan sejak Dinasti Xia (2205-1776 Sebelum Masehi). 

Awalnya, kebiri hanya dilakukan bagi tawanan perang atau orang dari 

suku pedalaman. Orang kasim dipercaya karena tak punya keluarga atau 

ambisi membangun dinastinya sendiri. Mereka bertugas melayani kerajaan 

dan para bangsawan. Termasuk sang kaisar yang biasanya punya puluhan 

istri dan selir. Setelah China yang menerapkan praktek kebiri, Kerajaan 

Mesir Kuno mencatat sekitar tahun 2.600 Sebelum Masehi, anak dijual 

sebagai budak untuk membayar utang dan memperoleh uang. Budak yang 

di kebiri atau orang kasim biasanya lebih dapat dipercaya karena tak akan 

menghamili majikan wanitanya. Sedangkan sejarah kebiri kimia pertama 

kali dilakukan di Amerika Serikat. Penggunaan obat-obatan berbasis 

hormon yang dilaporkan pertama kali untuk mengurangi perilaku seksual 

pada pria terjadi pada tahun 1944 ketika senyawa hormon progesteron 

dietilstilbestostrol diresepkan untuk menurunkan testosteron pria 

(Holmberg & Scott, 2003). Medroxyprogesterone acetate (MPA), juga 

dikenal dengan nama merek Clinovir, Cycrin, Depo-Provera, dan Hystron, 

adalah hormon yang digunakan untuk pengebirian kimia di Amerika 

Serikat. 
																																								 																					
3 Soetedjo, Julitasari Sundoro dan Ali Sulaiman, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor 
Hukuman Kebiri, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (Vol. 2, No. 2, Juni 2018), hlm. 69-70. 
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Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dibentuk dengan maksud 

sebagai langkah antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak di 

inginkan di masa yang akan datang. Namun, lahirnya Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2016 ini tidak serta merta mendapat dukungan dari semua 

pihak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

banyak menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan tindakan mengebiri 

ini masuk ke dalam pidana, yang mana semestinya lebih baik dilakukan 

untuk merehabilitasi pelaku. Permasalahan lain, mengenai  pemberlakuan 

kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang 

melibatkan dokter menjadi pihak eksekutor kebiri bagi pelaku kejahatan 

seksual pada anak, tetapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak 

dilibatkan secara langsung menjadi eksekutor kebiri kimia karena 

bertentangan dengan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran dan 

megneluarkan Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

Penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan 

tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “PENJATUHAN 

TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN 

SEKSUAL TERHADAP ANAK”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas beberapa permasalahan 

antara lain : 

1.2.1. Apakah tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 merupakan suatu pidana atau rehabilitasi bagi pelaku? 

1.2.2. Lembaga mana yang akan melaksanakan kebiri kimia ditinjau dari Kode 

Etik Kedokteran? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1. Untuk mengetahui tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan suatu pidana atau rehabilitasi 

pelaku. 

1.3.2. Untuk mengetahui lembaga yang akan melaksanakan kebiri kimia 

ditinjau dari Kode Etik Kedokteran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana terkait 

kebiri kimia yang merupakan suatu tindakan yang diberlakukan bagi para 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi akademika 

khususnya bidang Ilmu Hukum akan penerapan tindakan kebiri kimia 

bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
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hukum yang dihadapi.4 Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa 

dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelola.5 Suatu 

penelitian membutuhkan metode yang dapat digunakan guna memperoleh 

hasil penelitian yang lebih akurat. Untuk itu, penulis akan menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. 

Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari 

satu variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan dan analisis 

data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori 

atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.6 

Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variable yang 

bersinggungan.7 Dalam penulisan ini terdapat permasalahan hukum yakni 

adanya ketidakjelasan mengenai klasifikasi tindakan kebiri kimia dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. 

 

1.5.2. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni yuridis normatif. 

Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis 

bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan.8 Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan cara 

meneliti sumber-sumber data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang 

dapat berasal dari buku-buku, doktrin, jurnal, peraturan perundang-

undangan, ataupun sumber-sumber hukum lain yang bersifat teoritis atau 

																																								 																					
4 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2009), hlm. 24. 
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 
hlm. 1. 
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11. 
7 Ibid. Hlm. 12. 
8 Ibid. Hlm. 19. 
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doktrinal untuk dapat mengetahui keberlakuan suatu hukum positif dalam 

suatu permasalahan hukum yang terjadi. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini berkaitan dengan 

berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang pedoman aturan 

terhadap tindakan kebiri kimia. 

 

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Teknik Analisa 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan 

jenis data dan teknik analisanya kualitatif dikaitkan dengan :  

1. Sumber Hukum Primer : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi 

Undang-Undang dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan 

2. Sumber Hukum Sekunder : 

a. Buku-buku di bidang hukum pidana 

b. Pendapat para ahli 

c. Jurnal-jurnal hukum dan kedokteran 

d. Wawancara 

3. Sumber Hukum Tersier : 

yaitu artikel atau media internet yang relevan dengan penelitian. 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIK HUKUMAN BAGI PELAKU 

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN 

DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN 

Bab ini menguraikan mengenai pengertian atau definisi dari kekerasan 

seksual, klasifikasi kekerasan seksual, pengaturan hukum pidana mengenai 

kejahatan seksual, data korban kekerasan seksual, aliran hukum pidana, 

sistem pemidanaan, jenis-jenis pidana dan tindakan, definisi tujuan 

pemidanaan, serta teori tentang tujuan pemidanaan. 

BAB III PENERAPAN KEBIRI KIMIA DAN KODE ETIK 

KEDOKTERAN KEPADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL 

TERHADAP ANAK 

Bab ini menguraikan mengenai pengertian kebiri kimia, sejarah kebiri, 

jenis-jenis pengebirian, negara-negara yang menerapkan kebiri kimia, jenis 

obat yang digunakan untuk kebiri kimia, dampak kebiri kimia, pengaturan 

kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus penjatuhan 

sanksi kebiri kimia di Indonesia, Kode Etik Kedokteran Tahun 2012, serta 

Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran. 

BAB IV ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA 

KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian penerapan tindakan kebiri 

kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu 

pidana atau rehabilitasi dan lembaga yang akan melaksanakan kebiri kimia 

ditinjau dari Kode Etik Kedokteran. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.  
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